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PERA'I' URAN DABRAH KA.I] UPATEN HALMAH EITA T}A RAT
NOMOIT 13 TAHUN 2OOB

TIINTANG

RIII\ICANA PEMBAN G UNAN JANG I(A MENEN G AII DAE, R A d
KAI}UI'ATBN I{A LI, i I.IIERA I] AIIAT

TATIUN 2005 - 2010

DENGAN RAHIVIATTUHAN YANG IVIAHA ESA

BUPATI HAI,MAI{ERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa ',r.nfnk 'niam:n igrr k:giatan pembanguian di daerah selama 5 (lima)
tahun kedcpan dapat mencapai sasaran yang <iiinginkan, maka diperlukan
Rencana Pernbangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah K.abupaten
Flalmahera Barat Tahun 2.005 - 2010; I

b. bahwa berdmarl.:an pcrtinrbangan sebagaimana dimaksucl clalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pernbangunan Jangka
Merrcngah f)aerah Kabupaten Flalrnah.cra Barat Tahun 2005 - 2010.

Mengingat : l. Unclang-I.lndang hlomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-
IJndarrg Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Porvinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dari Kabupaten Malrtku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia l.fomor 3961);

UnrJang-IJnclang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan I(al-rupaten
Flalmahera Utara" Kabupaten l{almahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku
Utrrra (Lembaran Negar:a Republik Indonesia Nomor 4264);

Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 'fambahan Berita Negara
ILeptrblik indonesia Nornor 4286);

lJndang-Undang Nornor l0 Tahun 2004 tentang Pembentr.rkan Peraturan
Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomtrr 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a389);

2.

J.

4.

ff{



5' tJncia'ng-Urrdang Nomor 25 -larrun 
?-A04 tentang l{istem perencanaar

Penrbangunan Nas;onal (Lembaran Negara'Republik Inclonesia Tahun 200,lvonror 104, Tambahan l-embaran Negaia n.pufrit inoonesia Nomr:r aazD;

6' Undang-l'lndang Nomoi 32 Tahun 2.004 tentang pemerinta]rarr Daenrl(I-enrbaran Negara Itcpubrik Incronesia T'ahun ioo+ Non,or tzs,l:amb"h',
L'embaran l'trcgara lleprrblik Indonesia Nomor 443iisebagaimana teltrh cliubaldengan Uncang-\lndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan pera,turar
Ilemerin;ah penggeurti 

-undang-Uncrang Nomor l ?^rr;, ioos^ io,,rn,Perubahan atas. llrdang-Undangf Nomor J2 Tuh'.,n 2004 tentang p.*.;;iilr;
Dacrah rncnjaci tJncrang-Uncrang, Undalrg-Un,luqt, No,n or 12 i'arrun 2008tenrang perubahan Kedua atas t.rndang-iJndang ivomor 32 r.ahun za04tentang Pernerintaila:r l)aerah (Lembaran Negara"Republik Inclonesia fahun2005 Nornor l0g, 'fambahan r-embaran Nefara Republik Indonesia nomor4-548, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor +s+i1; 

^''

7 ' Unclang-lJndang l'rclmor 33 T'arrun 2004 tentang perimbangan Keuanganantara Pemerintah pusat da' pernerintahan Dierah (Leml;aran NcgaraRepublik Indcuesia Tahun 2004 Nom or 126, Tambahan' Lembaran N.gu.uRepublik Indonesia l"lomor aa3$; 
7

8' Peraturan Pemerintatr Nornor 25 Tahun 2.000 tentang Kewenangan pemerintah
dan Kervenangan Pemerintah Propin-si sebagai oiourr otonom (LernbaranI{egara Republik I'donesia Tahun 2000 Nimor 54, Tambairan LembaranNegara Republik trn,Jonesia Nomor 3952);

9' Peraturan Pemeri'tah Nomor 20 Tahun 200r tentang pembinaan dalrPengawasan atas Fenyerenggaraan per,^rerintah aan Daerah (L,embaran NegaraTahuri 2001 Nomor 4'1, Timbahan Lembaran Negra Repubrik IndonesiaNomor 4090);

10. Perafuran Pemerintah Nomor z0 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemeri'tah (Lcmbar:an Nesara Rep'brik Indonesia iahun 2004 Nomor 74);

I l. Peratura.n Pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran 
fegara Republik In<tonesia ii6un 2005 Nonror 140.l'a'rnbahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor asTg);

12' Peraturan Pemeri'tah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pernbagian lJrusanPernerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daeratr provir:si clan penrerintah
Daerah Kabupaterv'Kota (Lenrbaran Negara Republik Indonesia l';rhtur 200?Nonror 82); r-'------

13'Peraturan Presiden l{epublik Indone;sia Nomor 7 fahun 2005 tentang Renca.na
Pembangunan Jangka Mene.gah Nasionall'ahun 200,r -2009.



Dengarr Pcrsetujuan Bcrsama

D IIWAN PERTVITI(ILAI\ R{KYAT DAT'RAH
K,\I} UI'ATtr,N I.IA LM A}IERA BAII.AT

dan

T}UPATI HALMAI{ I'RA BAI{AT

MIIMUTUSKAN :

Iv{enetapkan : I'ERATURAN DABITAI{ TENTANG ITENCANA PEil,IBA.NGIJNAN
JANGKA MENENGAI'I DAEII.AFI Kr\ll{-IPATIiN IIALI\,IAHEIi..\
I}AI{AT TAI-ITJN 2OO5 -.2OIO.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan , 
I

l. Peurerintahan Daerah ada.lah l(abupaten Halmahera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur pen.yr:leganr

pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah l3upati Kabupaten Halmahera llar.at.

4. I)ewan Perr,vakilan Raltyat Daerah selanjutnya disebut DPI{D adnlah lernbaga peru,akilan

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. I{encana Pembanguna.n Jangka Menengah Daerah, yaltg selanjutlrya disingkat RI}JI\4D,

adalah dokumen perencanaan unhrlc periode 5 (lima) tahun.

6. l{encala Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang su.lanjutnya

disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

pcriode 5 (lima) tahun.

7. Renr:itna Pcmbangunan Tahuna-rt Dacrah, yang selanjutnya disebut Rencana Kega

Pemerintalt l)aeralt (RK-PD), adalah dokunren perencanaan I)aerah untuk periode 1 (satu)

tJrun.

8. itencana Pembangunan Tatiunan Satuern Kerja Perangkat Daerah, ya.ng selanjutnya disebut

llencana Kc{a Satuan Ke{a Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalal.r do}<umen perenca.nazm

Satuan Kcrja Perangkat Daerah urrtuk periode I (satu) tahurr.



9. Satuzlrr hterja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkar SKIID adalah instansi

Pcmerintalt f)aerah sebagai pengg'.lna anggaran yang dibentuk untuk mclaksanakan tugirs

te(cntu berdasarkan Peraturan Dar:rah.

Pasll 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil pemilihzn Kepala

Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tatrun 200x.

(,2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) rnenjacli peclornan bagi :

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rts-PD;

b" SI(PD dalam mcnyusun porencanaa.n strategis SKPD clan Renja SKPI)

Pasal 3

\-, (1) RI)JMD yang herisi Visi, inisi dzrn program dituangkan dalam Srategi Penrbangulan Daerah,

Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kc:bijakan Urnum, DJl Program Pemtralgunan Daerah

yang ntemuat Program SKPD, Lintas SKPD dan Program Kewilayahan serta Renja dalan

kcrangka regulasi dan kerangka anggar.an;

(2) Rincian Program Penrbangunan Daerah sebagaimarra dimaksud pada ayat (l),

. sebagaimana tersebut pada l,ampiran-lanpiran Peraturan Daerah ini.

Pasal4

Pemerintah Daerah melaksanakan program dalanr RPJMD yang dituangkan dalanr Renstra SKpD
dan Rerrja SKPD.

Pnsal 5

Penlerintah l)aerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi

maupun SK^PD dalam men)nrslrn Rencana strategis sKpD dan Renja sKpD.

Fasal 6

I{PJI'4D yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini beserta lampiran-lampiran sebagaimana

tersebut dalam Pasal 3 pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

L)aererh ini.



I'as:rl 7

Pcraturan I)ucrah ini rnulai bcrlaku parla tanggal cliundangkan.

1\gar setiap oran{l mengelahuinya., mernerintahkan pcngunclargan peraturan l)arerah

pcnen!prrtarrnya dalanr Lembaran Daerah Kabupaten IJalmahera Barat.

Diteta.pkan cti Jailolo 
/

HERA BARAT, t}4

ini dengatr

1n n.nclna

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal I September 2008 I
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